
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dalam Putusan Nomor. 255/PID/B/2000/PN-TNG telah mempertimbangankan 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta hal-hal yang meringankan 

dan memberatkan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan 

pidana mati terhadap terdakwa Rani Andriani. Berdaksarkan fakta-fakta di persidangan, 

perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan 

primair sehingga dakwaan subsiadair dan dakwaan lebih subsiadair tidak perlu 

dibuktikan lagi. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang meringankan tersebut 

tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhi kepada 

terdakwa mengingat jumlah narkotika yang dibawa oleh terdakwa seberat 3,5 Kilogram. 

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang disebutkan dalam diktum putusan telah 

sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, maupun tuntutan rasa keadilan 

masyarakat. Majelis Hakim menitikberatkan pada akibat dari perbuatan terdakwa yang 

berdampak buruk dan dapat mengakibatkan kematian pada pemakainya. Majelis hakim 

tidak melihat motif atau latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana peredaran 

gelap narkotika. 

2. Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2000 yaitu berupa 

ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda sebanyak Rp. 200.000.000.00 (dua 

ratus juta rupiah) subsidair enam bulan kurungan hanya sebagai penawaran atau 

permintaan kepada Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhi putusan 

melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan yang diajukan merupakan 



 

 

kewajiban yang harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kepada 

pertimbangan hukum dan keyakinannya dann bukan harga mati atau finalisasi yang 

harus dipenuhi oleh Majelis Hakim.  Putusan yang dikeluarkan adalah berdasarkan 

pembuktian di persidangan ditambah keyakinan Hakim sehingga tidak semua tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum ditanggapi oleh Majelis Hakim. 

 

B. Saran  

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkotika hendaknya 

juga melihat motif atau kondisi yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak 

pidana. Tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang memberatkan terdakwa. Majelis 

hakim hendaknya mempertimbangkan faktor usia terdakwa yang relatif muda yaitu 

berumur 25 Tahun. Hakim hendaknya dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa 

untuk mempertahankan hak untuk hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 

1945 sehingga dia mampu memperbaiki kehidupannya menjadi manusia yang lebih 

baik. 

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati harus secara selektif dan hati-

hati. Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan peranan terdakwa dalam melakukan 

tindak pidana peredaran narkotika yaitu sebagai perantara bukan sebagai gembong 

narkotika. Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh melakukan tindak pidana. 

Peranan terdakwa tersebut dalam Pasal 55 KUHP dikategorikan sebagai medeplegen 

dan hendaknya hal tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi Majelis Hakim 

dalam menjatuhkan pidana sehingga pidana yang dijatuhkan lebih tepat, sesuai dengan 



 

 

tujuannya dan mencerminkan hak-hak dasar seorang manusia. 

 

 

 


